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NCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WaLl KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Pagal 18 avat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republilk Indonesia Tahun 1943

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Bagar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Gisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negare
Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4301);

Undang-Undang quﬂ-r 25 Tahun 2009 teniang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republii
Indonesta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Megara Republil Indonesia Nomor 53494 ):



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambashan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 36795

Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republikk Indonesia Tahun 2014 Nemor 292
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 1972
tenitang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Momotr 28, Tambahan Lembaran Negara Republil:
Indonesia Nomor 3003);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagl Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang i Wilaysh
Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairfi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadyva
Daerah Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propins:
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomaor &67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 99
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamaran Di Wilavah Kabupaten-gKabupaten
Daerakh Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengai,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dacrah
Tingkat I Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 65);
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Peraturan Pemerintsh Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembarzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturss Pemerintah Nomer 13 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pernerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomer 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republil
Indenesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4882}

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor O1,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonssia
Nomor 4864}; :

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolahan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5105]
sebagaimana telah diubah dengan FPeraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan
Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2137);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvasn
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeloiaan
Pendidikan Oleh Saruan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klagifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomeor 451); i

|



17. Peraturant Daerah Hota Medan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkar
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tehun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Medan Nomor 3);

18 Peraturan Wali Kota Medan Nomer | Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunarn Organisasi, TUgAs
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daergh
|Berity Daerah Kota Medan Tahun 2017 Noemor 1) .
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Wal:
Kota Medan Nemor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan
Momor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tawml
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 30

10, Peraturan Wali Kota Medan Nomer 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahtin 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN: -

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTURAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEQERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ind yang dimalsud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

5  Pemerintahan Daersh adalah  penyelenggaraan  UTUSan
erintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daersh menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
MNegara HKesatuan Republk Indonesia sebapaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indomnesia
Tahun 1945.

4 Pemerintah Daerah adalah Wali Hota sebagai unsur
penvelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpn
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangsn
daerah otonoim.

4 Wali Kota adalah Wali Kota Medan.



10.

(1)

2]

(1}

(]}

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Sakretaris adalah Seloetaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Sekolah Dasar Neger yang sclanjutnya disingkat SD Negenr
adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;

Kepala Sekelah Dasar Negerl adalah guru yvang diberi tugas
tambahan sebagai kepala sekolah;

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UFT adalah
UJPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAE 1|
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan
CHnas.

UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1) terdapat dalam
lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
peraturan wali kota ini

Bagian hedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragrafl 1

Kedudukan
Pasal 3

UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada d:
lingkungan Dinas.

UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleh seorang pejabat fungsicnal guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,



Paragral 2
Tugas Dan Fungsi

Pasgal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyal tugas mqn:.re.lengg;:s,l‘rcaﬂ
proses  belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup
pendidikan  sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang

undangan.
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan UUgas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

s, menyelenggarakan kegiatan pendidikan,

b. membina kesiswagn;

c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenapga
kependidikan lainnya:

d. menyelenggarakan administrasi sekolah,;

e. merencanakan pengembangan, pendayagunadan, darn
pemeliharaan sarana prasarans;

f  melaksanaken hubungan sekolah dengan lingkungan, orang fus
dan /masyarakar;

g. melaksanakan relrutmen  siswa berdasarkan — peraturan

perundang-undangan; dan
b, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Baglan Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1} Struktur Crganisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdirt atas:
a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
b. Kepala Tata Usaha;
¢. Kepala Perpustakaan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnyva;
dan
e. Pelaksana,

(2) Bagan strukmur organisasi UPT Sekolah Dasar Negen
e imana dimaksud pada ayat (1) ercantum dalam lampiran
I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7 .

(1} Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (1]
huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau
pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untul
melaksanakan tugas, fungsi dan ranggung jawab mengetola
ketatausahaan sckolah, dan bertangungjawab kepada Kepala
UPT,



{2] Pengangkatan kepala (ata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas
berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 8

(1} Jabatan kepala perpustakaan gebagaimana dimaksud dalzm
Pasal 6 avat (1) huruf ¢, direalisasikan pengisian jabatannya
berdasarkan kebutuhan nil dan perpustakaannya telah
memenuhi standar serta sesual dengan peraturan perundang-

undangasn.

(2] Jabatan sebapaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleb
seorang peéjabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pé&abal
fungsional lainnya yang diber: tugas tambahan untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawad mengelals
perpustakaan, dan bertangungiawab kepada Kepala UPT.

{3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada avat (2|
ditetapkan oleh kepala UFPT herdasarkan peraturan perundani-
undangan.

(4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepale
Dinas berdasarkan usulan dari Hepala UPT berdasarkarn
peraturan perundang-undangan,

BAB Il
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negen

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

2. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran  Sekolah
Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umui kota, rencansa
strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya sinergiias perencanaar;

b, menyusun bahan lebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar kompetensi  jabatan, analsis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnva lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishmeni) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar
Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. menjabarkan visi ke dalam misi target muru;

s merumuskan tujuan dan target mutu vang akan dicapai;



menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemanan
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah sera
keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan,
melaksanaksn komunikasi secara proaktif dan persuasii umtus
menciptakan dukungan intensif dar orang tua peseria didik dan
masyarakat;

menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenage
kependidikan  dengan menggunakan  sistem pemberian
penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode etil;

menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peseria
didik;

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanast
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

melaksanakan dan merumuskan program Supervisi, seris
memanfaatikan hasil supervisi untuk meningkatkan kinera
sekolall;

melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata terfib proses
helajar mengajar dengan melibatkan pihak | terkait untuk
meningkatkan mutu  pendidikan berdasarkan . peraturan
perundang-undarngan;
memfasilitasi pengembangan, penyebariuasan, dan pelaksanaan
visi pembelagjaran yang dikomunikasikan dengan baik den
didukung oleh komunitas sekolah;

membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan seloleh
dan program pembelajaran vang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan dengan member: teladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profesi;

melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
dava sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar vang amarn,
sehat, efisien dan efektif;

menjalin kerja sama dengan orang fua peserta didik dan
masyarakat, dan komite sekolah menanggap: kepentingan dan
kebutuhan komunitas vang beragam, dan memobilisasi sumber
daya masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedus
kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

a.

menyiapkan bahan penyusunan program dan kegatan
pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedoman
rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana

kerja Dinas untuk terlaksananys sinergifas perencanaan,



menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standai
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kesja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekolah Dasar MNegeri untuk ditetapkan lebih
janjut oleh Kepala Dinas schingga terselenggaranya aktivites dan
tugas secara optimal;

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegalan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran
tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;

melakulkan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan,
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungiawsban
anggaran Sekolah Dasar Negeri;

melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawsi di
lingkungan Sekolah Dzsar Negeri,

melakukan pengoordinasian dan penveliaan urusan pembayaran
belanja pegawai, belanja barang, belanja medal, dan pembayzrsn
lainnya;

melakulkan pengelolaan data dan informasi pegawai;

melakukan fasilitasi peningkatan kompetens pendidik dan tenaga
kependidikan;

melakulkan lkerja sama di bidang pengembangan  dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

melakulean urusan pengelolaan persuratarn, perpustakaan, dan
kearsipan;

melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;

melalkkukan penyusunan rencana kebutuhan, pengacaan,
penierimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan
pendistribusian barang milik daerah;

melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanar,
leetertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Drasar Negeri:

melakukan pengaturan Penggunaan sarana dan prasarana,
melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peseria
didik dan masyarakat,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
Dasar Negeri, dan :
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh’
Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pazal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional
lainnya adalah :

.

melalkukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya
sebagaimana butir-butir  kegiatan yang ditentukan didalam
peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan
angka kreditnya.
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melaporkan hasil pelaksanaan Lugas kepada Kepala UPT; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT,

Bagan Keempat -
Pelaksana

Pasal 12

Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksans
herdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisisi
beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; %

Jabatan pelaksana mempunyal tugas melaksanakan tugas teknis
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku
jabatan pelaksans sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraruran
perundang-undangan;

pada UPT dapat diangkat Bendahara Pernbantu atau Bendahara
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana herdasarkan
Peraturan Perundang-undangan,

BAB [V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
formal maks Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan
standar pelayanan, standar operasional  prosedur, kotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepussan
Masyarakat [(SKM) pada Sekolah Dasar Megeri berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UFT wajib menerapkan
prinsip  koordinasi, integrast  dan sinlkronisasi untik
tersclenggaranya proses belajar mengajar dan pelavanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT wajib mengawasi ;bawaharmya dan bila terjadi
;Jeng.rifra,pangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk Dag
pelaksanaan tugas bawahannya.
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5| Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan pell'unda.rig-
| undangan dan bertanggung jawalb kepada Kepala Dinas dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

i) Setiap laporan vang diterima oleh Kepala UFT dari bawahannva
waijib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(7] Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisas:
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8] Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala _ UFT
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan
rapat berkals.

BAB \
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota i dengan penempatannys
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN 5

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februarn 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ted

SYAIFUL BAHRI T

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20
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199 |SD NEGER] DGEOAZ0 L. SAUDARA NOL.GH A SUDI REJO 11 MEDAN KOTA |
..r...wn..____.._ SD NEGERT (6029 Jle M. NAW] FIARARAP NG 141 = UL RS = MEDAN ROTA
201 |SD NEGERI D6A030 JL TURENG_] € TELADAN BARAT MEDAN KOTA
202 |50 NEGER] D646 JL. TURE UJUNG TELADAN TIMUR MEDAN BOTA
204 [SD NEGER] 0BS5S0 JL, TURT ULJUNG TELADAN TIMUR MEDAN KOTA
204 |SD NEGERI 066650 JL. BAHAGIA BY PASS SUDI REJO | MEDAN KOTA
205 |50 NEGER! (67090 11, HALAT NO.98 PASAR MERAH BARAT MEDAN KOTA ]
206 150 NEGER] G670 Jlo BAHAGIA HY PASS SUDI REJOD ] MEDAN KOTA
307 (3D NEGERI 060799 JALA RAYA X GRIYA MARTUBUNG BESAR MEDAN LABUHAN
| 208 | 5D NEGERI 060948

ALELYOS SUDARSD KM1T 2

PERAN LABUHAM

S0 HEGERL BHOGMY

210 | 5D NEGER] OB09S(

L. KL Y05 SUDARSC KM. 17,5

PEEAN LABUHAN

MEDAN LABUHAN
MEDAN LABUHAN

JLEL YOS5 SUDARSO KM 17,2

FEEAN LABUHAM

MEDAN LABUHAN
211 |5D NEGERI 060951 JL. K. YOS SUDARSO KM, 16.5 MARTUBUNG MEDAN LABUHAN
12 |50 NEGER] 0600952 JL. KL YOS SUDARSO KM. 16.5 MARTUBUNG MEDAN LABUHAN
213 |30 NEGER! DB0953 JL. PANCING IV BESAR MEDAN LABUHAN
214 |50 NEGERI 060956 Jl.. BUKIT BARISAN PEKAN LABUHAN __|MEDAN LARUHAN
215 (B0 NEGER] 064005 JL. RAWE Vi1 TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
2 16 |30 NEGER! 064008 JL. JERMAL LINK XIV I MATI MEDAN LABUHAN




